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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP :1001/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatan : |21 Januari 2019

Tanggal Revisi : 120 Maret 2024

Tanggal Efektif __—A2o-Weret2024

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Permen PPN/ Bappenas nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
kementrian/lembaga Tahun 2020-2024

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-58889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validai dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perda Prov Kelimantan Timur No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

Pergub Kalimantan Timur No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

1. Memahami peraturan perundangan terkait
2. Memahami sasaran dan tujuan dari penyusunan Renstra RS
3 Memiliki kemampuan dalam penyusunan Renstra RS

4 Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1

b wnN

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SOP Penyusunan Renja

SOP Perubahan Renja

SOP Penyusunan Rencana Aksi

SOP Pergeseran/Revisi Anggaran

1 Dokumen/ Data umum dan khusus tentang RS

2 Peraturan perundang-undangan

3 Laporan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan RS
4 Laptop, Printer, ATK

5 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1
2

3

(4.}

Tanpa Renstra, organisasi mungkin kehilangan arah dan fokus jangka panjang

Ketika tidak ada rencana strategis yang jelas, sumber daya organisasi, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja,
mungkin tidak digunakan secara efisien

Tanpa Renstra, sulit untuk menilai apakah organisasi mencapai tujuan-tujuannya atau tidak. Ini mengurangi

kemampuan oraanisasi untuk belaiar dari penaalaman dan membuat perubahan vana dioerlukan
Renstra membantu dalam menciptakan konsistensi dan koordinasi di seluruh organisasi

Tanpa Renstra, organisasi mungkin kurang siap untuk mengatasi perubahan yang tak terduga.

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Tim Pen: Ket.
i yusun Kepala Kepala Biro
Direktur Rerstia Bidang-bidang BAPPEDA Mk Gubernur Kelengkapan Waktu Output
1 Menetapkan SK Tim Penyusun Renstra ( ; mfidm KDH tenteng Penyusunan R Ll 1 hari SK Tim Penyusun Renstra
- ’ Peraturan Perundang-undangan, Panduen/ Pedoman 5 B
Melaksanakan rapat terkait orientasi Renstra dan agenda kerja Tim S | Orientasi Renstra, Agenda Kerja
2. Penyusun Renstra I I Teknis, Buku-buku itemtu perencanzan dsn ) 2 hari Tim
Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah $ .
3, berdaserkan SIPD, kemudi pelkennya kepada Tim Peryusun | j dData den informasi perencanaan pembangunan Sikant DataL dan mforrg: mperencmasn
Renstra. 051 v
Analsis gambaran pek  analisis p lah
penelaahan dokumen per hnnya, anaisls
isu strategis; perumusen tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator
serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
perumusan strategi dan areh kebijakan Perangkat
5 z:]ld(a?d(an rapat internal dalam rengka penyusunan rancangan awal E j mhzt;: Mmencepel gjuan den sasaran serta i Rencengan Awal Renstra
program, kegiatan, indikator kmeqa
pagu indikatif, lokasi kegcatan dan kebmpok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijak
Deerah sebagaimana dnmd<sud pada humf f serta
program dan pagu indikatif dalam rancangan awal
BPJMD
k kan pembeh Renstra dalam forum Perangkat = Rancangan Awal Renstra, Berita
2 Daerah/intas Perangkat Daerah. L—-j Rercangan Avall difhark Acara
6. Menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda. l _‘l Rancangan Awal Renstra, Berita Acara 1 hari Rancangan Awal Renstra
Melakukan verifikasi t gan Renstra Perangkat Daerah
7 Jika terdapat kendaksesuanm dengan rancangen awal RPUMD, maka i I Rancangan Awal Renstra, Surat Edaran KDH tentang BikiligD Rancangan Awal Renstra, Berita
) menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempumean Penyusunan Rancangan Renstra 88U | Acara
rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
Menyempurnakan R gan Renstra Perangkat Daerah, dan
8. kan kembai R: Akhir Renstra kepade kepah | —‘I Rancangan Awal Renstra yang teleh diverifikasi 2 hari Rancangan Renstra
Menyampaikan rencangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang teleh .
9. diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daersh u.p. Kepala I I Rancangan Renstra 1 hari Rancangan Akhir Renstra
Biro Hukum untuk ditetapkan dengan Perkada.
Melakukan proses penetapan Perkada rancangan akhir Renstra i | ’
10. Perangket Deerch [:__J Rancangan Akhir Renstra Raperkada Renstra
11 Menetapkan Renstra Perangkat daerah dengan Perkada. ( ) Rancangan Akhir Renstra 1 hari Perkada Renstra




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP 002/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatar A

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Paniana Daerah. Rencana Pembanaunan Janaka Menenaah Daerah. Dan Rencana Keria Pemerintah Daerah
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

3 Permen PPN/ Bappenas nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrianlembaga Tahun
2020-2024

4 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-58889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validai dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5 Perda Prov Kelimantan Timur No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2005-2025

6 Pergub Kalimantan Timur No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-
2026

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari penyusunan Renstra RS
3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan Renstra RS

4, Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pergeseran Anggaran

2 SOP Penyusunan Renja

3 SOP Perubahan Renja

4 SOP Penyusunan Rencana Aksi

1 Peraturan perundang-undangan

Dokumen/ Data umum dan khusus tentang RS
DPA, Renja dan Dokumen Usulan

Laptop, Printer, ATK

Jaringan Internet

W N

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Ketidakpastian Pengeluaran dan Perencanaan Anggaran yang Tidak Efektif: RS akan mengalami kesulitan dalam merencanakan
dan mengalokasikan anggaran dengan tepat

2 Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan RKA dapat terjadi. Ini bisa mengakibatkan ketidakjelasan
mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan RKA, serta sulitnya untuk memeriksa atau meninjau kembali

keputusan yang dibuat dalam proses tersebut.
3 Kurangnya Konsistensi dan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran : masing-masing unit atau departemen mungkin mengikuti

pendekatan yang berbeda dalam penyusunan RKA, yang dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya organisasi secara keseluruhan

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
Bagian
No Uraian Kegiatan Ket.
g Direktur & Wakil Pataricanasn dan Kabag/Kabid/ Ka. Kelengkapan Waktu Output
Direktur Instalasi
Evaluasi RS
. Surat
Memerintahkan Penysunan RKA Perangkat Surat Edaran ) e s
1 -y ‘ } Penyusunsn RKA 5 Menit Disposisi Surat E(;:::ian
Format penyusunan Format penyusunan BPKAD
Membuat format pengumpulan data dan "'—| .
2 informasi RKA dari masing-masing bidang I I g:l::;?]en RKA perangkat| 60 Menit ::Z::;en RKA perangkat
" 4 Format penyusunan Format penyusunan
Mengisi format pengumpulan data dan .
3 informasi RKA E j ::Z::;en RKA perangkat 7 Hari :erz;x‘en RKA perangkat
: Format penyusunan Format penyusunan
Menganalisa data dan pendukung RKA yang e .
4 telah forkumpul I _II‘ :ZZ::,en RKA perangkat 1 Hari :Z::;T;,en RKA perangkat
‘j Format penyusunan
5 | Membuat konsep RKA Perangkat Daerah I dokumen RKA perangkat| 300 Menit g::f:: SRR
daerah
A
6 | Melaksanakan rapat pembahasan RKA Er{__] | [T:::I gzz::: Sl 120 Menit ggg‘:’:ﬁ :: Ksl"\ ::rrnabgik:stan
i o Konsep RKA Perangkat Konsep RKA Perangkat
7 2’1:[:';:':2::: R R ehsuaileel E Daerah hasil 120 Menit Daerah yang telah
pembahasan diperbaiki
4 Konsep RKA Perangkat
8 | Menginput konsep RKA ke aplikasi SIPD l I Daerah yang telah 3 Hari Hasil Input di SIPD

diperbaiki




Nomor SOP . 1003/03/01/111/2024
Tanggal Pembuatan: |20 Maret 2024

Tanggal Revisi P e

Tanggal Efektif /{)j \\

Disahkan oleh // $7//|Difeltur\_\%
,%’S EHILN \Z
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR a
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE 4 &
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS oﬁo dr. Dgvid H i Masjhoer, Sp.OT.M.K.M (MARS)
< 03 1001
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS Nama SOP L ggaran
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 1. Memahami peraturan perundangan terkait

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang | 2. Memahami sasaran dan tujuan dari pergeseran anggaran
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka| 3. Memiliki kemampuan dalam koordinasi untuk pergeseran anggaran
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3 Permen PPN/ Bappenas nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian/lembaga Tahun
2020-2024

4 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-58889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validai dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5 Perda Prov Kelimantan Timur No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

6 Pergub Kalimantan Timur No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1 Dokumen/ Data umum dan khusus tentang RS

2 SOP Penyusunan Renja 2 Peraturan perundang-undangan
3 SOP Perubahan Renja 3 DPA, Renja dan Dokumen Usulan
4 SOP Penyusunan Rencana Aksi 4 Laptop, Printer, ATK
5 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Risiko Pengeluaran yang Tidak Terkendali: Tanpa SOP yang jelas untuk pergeseran anggaran, risiko pengeluaran yang tidak | 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
terkendali meningkat 2 Disimpan sebagai arsip RS

2 Risiko pelanggaran aturan dan regulasi keuangan meningkat, baik yang ditetapkan secara internal oleh organisasi maupun
yang diberlakukan oleh regulator eksternal.

3 Ketidakstabilan Keuangan dan Ketidakpastian Masa Depan: SOP membantu dalam menjaga stabilitas keuangan organisasi
dengan memberikan pedoman yang jelas untuk alokasi dan pengelolaan anggaran




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian JF Perencana
Uraian Kegiatan Ket.
" by Plreet & W Perencanaan dan Bagian REAS Soml Kelengkapan Waktu Output
Direktur PPTK
EvaluasiRS | Perencanaan
Memerintahkan Penyusunan Surat
daran P
1 |Pergeseran/perubahan anggaran Perangkat ( > ﬁgi:;:h:;an Sgemser/ 5 Menit Disposisi Surat Edaran dari
Daerah BPKAD
Menugaskan JF Perencana Bagian Perencanaan E‘ oy
2 juntuk menyusun pergeseran/ perubahan Disposisi Surat 60 Menit Disposisi Surat
anggaran Perangkat Daerah
Membuat format Matriks pengumpulan data dan '——| R —
3 |informasi pergeseran/perubahan anggaran dari | J Disposisi Surat 120 Menit e i\n e
masing-masing Bidang/Bagian/Instalasi 99
4 Mengisi matriks format pengumpulan data dan Ej Matriks Pergeseran/ 7 Hari Matriks Pergeseran/
informasi pergeseran/perubahan anggaran Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
5 Menghimpun data dan informasi pereseran/ [ 1 Matriks Pergeseran/ 120 Menit Matriks Pergeseran/
perubahan anggaran yang telah terkumpul Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
6 Membuat konsep pergeseran/perubahan Matriks Pergeseran/ 300 Menit Draft Matriks Pergeseran/
anggaran Perangkat Daerah Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
NGIRIEATHER: FAD) DA SNAND K180 Draft Matriks Pergeseran/ ; Matriks Final Pergeseran/
7 |pergeseran/perubahan anggaran bersama i ibiian oot 120 Menit Einibline A
Direksi dan Bidang/Bagian terkait 99 ag
8 Memperbaiki konsep pergeseran/perubahan Ej Matriks Final Pergeseran/ 120 Menit Matriks Final Pergeseran/
anggaran sesuai hasi pembahasan Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
e S“’f“ USUIB'.‘ Pergesgran/Perubahg . Matriks Final Pergeseran/ . Surat usulan pergeseran/
9 |dengan lampiran matriks sesuai dengan hasil I I Perubshan Anggeran 15 Menit P
pembahasan Rapat P
Membuat surat pertanggung jawaban mutlak dan l o — Surat usulan pergeseran/
10 |juga alasan pergeseran sebagai lampiran dari e 9 15 Menit perubahan dan surat
Surat Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran P pertanggung jawab mutlak
Direktir Msssani sl sl usian pgesnnn/ X Surat usulan pergeseran/ Surat usulan pergeseran/
erubahan anggaran beserta surat pertanggung ( ) perg ; perg
1P perubahan dan surat 15 Menit perubahan dan surat Ke BPKAD

jawaban mutlak untuk selanjutnya dikirim ke
BPKAD dan TAPD

pertanggung jawab mutlak

pertanggung jawab mutlak




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP 004/03/01/111/2024
Tanggal Pembuatar: |20 Maret 2024
Tanggal Revisi o -

Tanggal Efektif

Nama SOP

o

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana~ )

1

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Permen PPN/ Bappenas nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian/lembaga Tahun
2020-2024

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-58889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validai dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perda Prov Kelimantan Timur No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2005-2025

Pergub Kalimantan Timur No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-
2026

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari penyusunan Kerja Tahunan

3. Memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi untuk penyusunan RKT
4. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1

SOP Pergeseran Anggaran

1 Peraturan perundang-undangan

2 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 Dokumen/ Data umum dan khusus tentang RS
3 SOP Perubahan Renja 3 DPA, dan Dokumen Usulan
4 SOP Penyusunan Rencana Aksi 4 Laptop, Printer, ATK
5 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Penyusunan RKT membantu dalam menetapkan tujuan dan prioritas organisasi secara jelas dan terukur 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Ketidakmampuan dalam Mengalokasikan Sumber Daya dengan Efisien : RS mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi

kebutuhan sumber daya yang tepat untuk setiap kegiatan dalam RKT dan dalam mengalokasikan sumber daya ini secara efisien

RS mungkin kehilangan struktur yang diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan memonitor
kemajuan terhadap RKT

2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Wakil Direktur | Kepala Bagian Jabatan Ket.
" Direktur Umum & Perencanaandan| Fungsional Kaba:m::v . Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Evaluasi RS Perencana
Direktur menugaskan Wakil Direktur Umum dan Surat

1 |Keuangan untuk mengkoordinasikan penyusunan ( > :térstjda‘an P 5 Menit |Disposisi Surat dan SK Renja |Edaran dari
Dokumen RENJA BAPPEDA
Wadir Umum dan Keuangan menugaskan Kepala ‘_.l L

2 |Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS unuk [ I g’s".m' Bl 60 Menit |Disposisi Surat dan SK Renja

enja
menyusun Konsep RENJA
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS !
melaksanakan pengumpulan data dari bidang/ | Disposisi Surat dan SK , }

3 bagianfinstalasi sebagai bahan konsep Rancangan E—-—-‘ Renja 60 Menit [Data bahan Rancengen Renja
Awal RENJA
Kepala Bagian/bidang/instalasi membuat !

Rancangan awal Rencana Kerja kegiatan untuk l"'"l Data bahan Rancangan ; )

4 selanjutnya diserahkan kepada Bagian Renja T Heii |Data bahan Rencangen Renja
Perencanaan
Kabag Perencanaan dan Evaluasi RS mengolah L

5 data yang terkumpul dari Bagian/Bidang/Instalasi I I Data bahan Rancangan 1 Heri Draft Rancangan RENJA
untuk diserahkan kepada JF Perencana ager dibuat Renja Perangkat Daerah
Konsep Rancangan Awal RENJA
JF Perencana membuat Draft Rancangan Awal !

RENJA sesuai dengan data yang telah terkumpul N i j

6 |dan mengacu pada rancangan RKPD Provinsi g — g;ar:nR::tcgr;%am?hRENJA 3 Heri g::nR:::;';?r:hRENJA
untuk selanjutnya diserahkan ke Kabag g g
Perencanaan
Kabag Perencanaan dan Evaluasi RS Menelaah Tidak \

7 dan mengkoreksi hasil Draft Rancangan Awal " Draft Rancangan RENJA 1 Hari Draft Final Rancangan RENJA
Renja, apabila sudah sesuai maka dilanjutkan untuk Perangkat Daerah Perangkat Daerah
dirapatkan dan dilaksanakan forum untuk dibahas Ya
Melaksanakan rapat dan forum pembahasan v v ¥ v ) )

8 Rancangan RENJA dengan seluruh Kepala I l I l I I I I l I Draft Final Rancangan 1 Heri :::" pemba':EsNaj»ADPraft F'"&
Bagian/Bidang/Instalasi, Direksi dan juga pihak RENJA Perangkat Daerah cangan g
terkat l | I | "

Memperbaiki konsep Draft Rancangan Awal RENJA Hasil pembahasan Draft Hasil pembahasan Draft Final

9 |sesuai dengan hasil pembahasan untuk diserahkan Final Rancangan RENJA 120 Menit (Rancangan RENJA Perangkat
kepada Direktur untuk disahkan Perangkat Daerah Daerah
Direktur menandatangani Draft Rancangan Renja .

s : ; Hasil pembahasan Draft
RSUD A. W. Sjahranie untuk diserahkan kepada é ” g

10 BAPPEDA Prov. Kaltim untuk pembahasan lebih Final Rancangan RENJA 5 Menit |Dokumen RENJA

Janiut Perangkat Daerah




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP 005/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatan: |20 Maret 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

1 Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum

Permen PPN/ Bappenas nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian/lembaga Tahun
2020-2024

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-58889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validai dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perda Prov Kelimantan Timur No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 20052025

Pergub Kalimantan Timur No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-
2026

5

6

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari penyusunan Rencanan Kerja perubahan

3. Memiliki kemampuan dalam melakukan koodinasi untuk konfirmasi peubahan
rencana kerja

4. Mampu mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pergeseran Anggaran

1 Peraturan perundang-undangan

Ketidakpastian Pengelolaan Anggaran : Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek,
pemborosan sumber daya, atau bahkan kegagalan mencapai tujuan proyek secara keseluruhan

Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi: SOP membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan
perubahan Renja

2

2 SOP Penyusunan Renja 2 Dokumen/ Data umum dan khusus tentang RS
3 SOP Penyusunan Rencana Aksi 3 DPA, Renja dan Dokumen Usulan
4 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4 Laptop, Printer, ATK
5 Jaringan Intemet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
S o ; . T - ; - s
1 ’l((ee:atlsae:’asan ini dapat menghambat kemajuan proyek, memperlambat pengambilan keputusan, dan meningkatkan risiko 1 Dieiimpen sebagal s elefirorik dan menus

2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana WMutu Baku
Wakil Direktur Kepala Bagian Jabatan
No Uraian Kegiatan _ {
1 Direktur Umum & Perencanaan dan Fungsional Kab::ﬁ!:i:l " Kelengkapan Waktu Output .
Keuangan Evaluasi RS Perencana
Direktur menugaskan Wakil Direktur Umum dan Surat Edaran L Surat
1 |Keuangan untuk mengkoordinasikan penyusunan G Penyusunan RENJA 5 Menit ggzils;Sur:t: 5K Edaran dari
Dokumen RENJA Perubahan Perubahan SRR BAPPEDA
Wadir Umum dan Keuangan menugaskan Kepala E‘—-[ 0 ——
2 |Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS unuk ggnﬁs;:::;::: B 60 Menit gg\;‘j:s;Sur:tﬁ S
menyusun Konsep RENJA Perubahan erubanan
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS
3 melaksanakan pengumpulan data dari bidang/ | L'l Disposisi Surat dan SK 60 Menit Data bahan Rancangan
bagianinstelasi sebagai bahan konsep Rancangan RENJA Perubahan M | RENJA Perubshan
RENJA Perubahan
Kepala Baglanlbidanglmstalas! mempuat 1
4 Rancangan awal Rencana Kerja kegiatan untuk = :] Data bahan Rancangan 7 Hari Data bahan Rancangan
selanjutnya diserahkan kepada Bagian RENJA Perubahan RENJA Perubahan
Perencanaan
Kabag Perencanaan dan Evaluasi RS mengolah
5 data yang terkumpul dari Bagian/Bidang/Instalasi | Il Data bahan Rancangan 1 Hari graftbR:nca;gan RE;JA
untuk diserahkan kepada JF Perencana agar RENJA Perubahan 4 Deru : an -ereng
dibuat Konsep Rancangan RENJA Perubahan e
JF Perencana membuat Draft Rancangan Awal
RENJA sesuai dengan data yang telah terkumpul K j Draft Rancangan RENJA Draft Rancangan RENJA
6 [dan mengacu pada rancangan RKPD Perubahan i -~ Perubahan Perangkat 3 Hari Perubahan Perangkat
Provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke Kabag Daerah Daerah
Perencanaan
Kabag Perencanfaan qan Evaluasi RS Menelaah Tidak Draft Rencangan RENJA Draft Final Rancangan
dan mengkoreksi hasil Draft Rancangan Awal d
7 ) a : = < Perubahan Perangkat 1 Hari RENJA Perubahan
Renja, apabila sudah sesuai maka dilanjutkan
untuk direpatkan Ya Daerah Perangkat Daerah
Melaksanakan rapat pembahasan Rancangan ; Hasil pembahasan Draft
RENJA Perubahan dengan seluruh Kepala Y y L) Y Uit o Bt | Final Rancangan RENJA
8, o O | | | l | I [ ] | | RENJA Perubahan 1 Heri
Bagian/Bidang/Instalasi, Direksi dan juga pihak Perubahan Perangkat
terkait | ] T T T Perangkat Daerah Aiaiy
Memperbaiki konsep Draft Rancangan RENJA Hasil pembahasan Draft Hasil pembahasan Draft
9 |Perubahan sesuai dengan hasil pembahasan untuk Final Rancangan RENJA | 120 Menit | Final Rancangan RENJA
diserahkan kepada Direktur untuk disahkan Perubahan Perangkat Perubahan Perangkat
Direktur menandatangani Draft RENJA Perubahan Hasil pembahasan Draft
10 RSUD A. W. Sjahranie untuk diserahkan kepada Cj Final Rancangan RENJA 5 Menit Dokumen RENJA
BAPPEDA Prov. Kaltim untuk pembahasan lebih Perubahan Perangkat Perubahan
laniut Daerah




Nomor SOP 006/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatan 20 Maret 2024

Tanggal Revisi 5

Tanggal Efektif .~ h

Disahkanoleh /.« 23
'§ Hes \Z
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3 3
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE §- : ]
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS \ ~David HarigdiMAsihoer, Sp.OT.M.K.M (MARS
\ o) \o,INIP. 1965 31001
WAHAS
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS Nama SOP h Rencana Aksi Kegiatan (RAK) RS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Permenpan RB no 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2 Permenpan RB no 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3 Pergub Kaltim No 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat
Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari penyusunan rencana aksi kegiatan (RAK) RS

3 Memiliki kemampuan mengoreksi dan mengsingkronkan RAK dengan Cascading K

4 Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Perencanaan
2. SOP Pelaporan Kinerja
3. SOP Evaluasi Internal

1 Dokumen Perencanaan : Cancading kinerja
2 Peraturan perundang-undangan

3 PK Pejabat Struktural

4 Laptop, Printer, ATK

5 Jaringan Internet

Eeringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Tanpa SOP yang jelas, personel RS mungkin tidak memiliki panduan yang diperiukan untuk menyusun rencana aksi kegiatan

2 Tanpa SOP yang efektif, koordinasi tersebut dapat terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dan
pengelolaan risiko.

3 Rencana aksi kegiatan yang efektif penting untuk menjaga kualitas layanan RS

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabag Ket.
Perencanaan & | JF Perencanaa Staf .
AR z o] t
Direktur Wakil Direktur Evaluasi Kinerja|  Abli Muda Berencanaan Kabag/Kabid Kelengkapan Waktu utpu
RS
1 Menugaskan Wakil Direktur Umum dan Keuangan untuk melaksankan Rencena Aksi Kegiatan D_ Surat dari Pemprov, Surat 16 Manit Surat beserta disposisi
(RAK) RS sesuai amanat Pemerintah Provinsi dan regulasi I Disposisi Untuk Wadir
Menugaskan Kepala Bagian P dan Evauasi Kinerja RS untuk menyusun Rencana Aksi ﬂ___ . i Surat beserla disposisi
2 Iegiatan (RAK) RS | Surat Disposie 13 Mendt untuk Kebag
Mengagendakan rapat koordinasi dengan seluiruh Kabag/Kabid terkait dalam rangka penyusunan 2
3 Rencana Aksi Kegiatan (RAK) | l——-——l Draf Surat Undangan Rapat 15 Menit Surat Undangan Rapat
Renstra, Cascading, Notulen
4 IMelaksanaken Rapat penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) : rapat, Instrumen ffomat 2 Jam :Jm;ben et/ (UMAN)
Rencana Aksi Kegiatan s
5 Menyampaikan Format Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Menyampaikan Program, Kegiatan dan Sub o | Renstra, Cascading, fomat 1 Heri Format RAK
Kegiatan sesuai dengan Renstra dalam bentuk Cascading kepada kepada kabag/kabid E__.I Rencana Aksi Kegiatan
Membuat Rencana Aksi Kegiatan Bidang/Bagian hasil koordinasi dengan instalasi dan unit diingkup )
6 |verianya dan menyampaiken Rencana Aksi yang terish di sepaketi bersama dan diketshui olh C - ;:‘::;m’; dendokumendart| o Dfer RAK
Wadir masing masing ke bagian Perencanaan
7 Mengoreksi Rencana Aksi Kegiatan yang dibuat Bidang/Bagian terkait kesesuaian isi dokumen Ya 1 Draft RAK 2 Hari RAK hasil penyesuaian atas
dengan cascading dan renstra kemudian melakukan konsultasi kepada JF Perencana Ahi Muda et rekomendasi
Memverifikasi dan memvaidasi draf dokumen Rencana Aksi Kegiatan Bidang/Bagian . Jika teleh Dreft RAK tekh
8 |sesuai maka dilakukan kompilasi data okeh staf perencanaan dan Jika ada perbaiken atau koreksi diverifikasi riaa"ngvei dasi 1 Hari draf RAK
maka menyerahkan kembal kepada kabag/bidang untuk proses perbaikan Tidak
Melakukan kompilasi Rencana Aksi Kegiatan yang dibuat Bidang/Bagian menjadi sebuah dokumen . Dokumen Fisik RAK yang
% |Rencana Aksi Kegisten RS . va [ :l Dref RAK; MestorFomat RAKY] 2 her belum di safken
Memverifikasi dan memvaidasi dokumen Rencana Aksi Kegiatan . Jika telsh sesuai maka akan
10 di ikan kepada kepala Bagian untuk di berikan paraf dan Jika ada perbaikan atau koreksi Va Dokumen RAK RS yang teleh di 2 hari Dokuem RAK yang sudah di
terkait kesesuaian isi dan tata naskah, maka menyerahkan kembal kepada Staf Perencanaan untuk ~N Tidak kompilasi verifikasi den vaidesi
proses perbaikan.
e E "
11 |Membubuhken peraf pada dokumen RAK untuk di sampaiken kepada Wekil Direkiur {1 m”:;s“l 'EQKLT;?,Z”““ o 15 Manit ;?:rkalg:\ i’;':af"g fhich
'— E .
12 |Membubuhken paraf pada dokumen RAK untuk di sampaiken kepada Direktur {1 E;k;’::'" i’a‘:&;"g L 15 Manit g‘,";‘g mi‘r"’"g foshict
13 Menetapkan Dokumen Rencana Aksi Kegaiatn RS, dan selanjutny baikan laporan ke E] Dokumen RAK yang telah di 1 Hari Dokumen RAK RS yang
|Bagian Perencanaan untuk di arsipkan, dan Upload ke sistem e-Sakip dan esr. Menpan RB paraf oleh Wadir telah di sahkan
14 JMenyampaikan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ke Biro Orgenisasi '= I File RAK RS 1 Heri Surat tanda terima dokumen
1
15 IMengupbad File Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di sistem e- Sakip dan esr.Menpan C) File RAK RS 15 Manit Bukti Upload




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP 007/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatan |3 Maret 2017

Tanggal Revisi 20 Maret 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nama SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Permenpan RB no 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 Pergub Kaltim No 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari pengumpulan data kinerja RS

3 Memiliki kemampuan dalam pengumpulan data kinerja RS
Mampu mengoperasikan komputer

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Penyusunan Resntra RS
2 SOP Pelaporan Kinerja RS

3 SOP Evaluasi Internal RS

4 SOP Pengukuran Kinerja RS

1 Peraturan perundang-undangan
Dokumen Perencanaan

Format Pengumpulan Data
Laptop, Printer, ATK

Jaringan Intemet

9B WN

rﬁeringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Ketidakpastian Kualitas Data: Tanpa SOP yang jelas, proses pengumpulan data kinerja mungkin tidak terstandarisasi.
2 Data kinerja yang tidak terstandarisasi dapat menyulitkan analisis yang efektif

3 Tanpa data kinerja yang berkualitas dan terstandarisasi, pemantauan kinerja RS menjadi lebih sulit.

4

Tanpa SOP, sulit untuk melakukan perbandingan yang relevan, yang dapat mengurangi kemampuan RS untuk mengidentifikasi
pola kinerja dan tren yang penting

5 Data kinerja yang tidak terstandarisasi atau tidak dapat diandalkan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak tepat
atau kurang efektif.

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegi Kabag .
o raian Kegiatan Perencanaan & | JF Perencanaa Staf et.
Direktur Wakil Direktur Kabag/Kabid Kelengkapan Waktu Output
Evaluasi Kinerja|  AhliMuda | Perencanaan | <2039 s i
RS
1 Q»rak}ur menugaskan Wadir Umum dan Keuangan untuk Pengumpulan data Surat Masuk, Disposisi | 5 ment Disposisi
kinerja RS
——
JMenugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS untuk Pengumpulan s ; o
2 data kineria RS | : Surat Masuk, Disposisi | 5 menit Disposisi
| =
3. |Menugaskan Jabatan Fungsional Perencana untuk Pengumpulan data kinerja RS Surat Masuk, Disposisi | & menit Disposisi
|metat P /ladwal P lan data kinerja RSdan | Il Jam' "fe;:]:’;”g:f“
4. Jmenugaskan Pelaksana untuk yiapkan pel: \aan Pengumpulan data kinerja Surat Masuk, Disposisi | 5 menit éurat ke
i bidang/bagian
JMenyiapkan format pengumpulan data kinerja RS Kemudian menyerahkan kepada
5 Jabatan Fungsional Perencana dan menyampaikan surat kepada kepala [: L'I da.:ad\:lal p;ng:mp:rlaatnke &0 mani Berskas yang disiap
" |bidang/bagian untuk mengumpulkan data kinerja Kinerja dilingkup bidang/bagian d *b‘j;;" a”i:n di sampaikan
masing masing idanghag
; " it Rekap
1 — :]
6. Menyampa!kan dat? yang tglah dikumpulkan , yang tglah diukur dan dinilai pada Data pasnl yang terlah 3 Hari pergumpulandati
bidang/bagian masing masing kepada Jabatan Fungsional Perencana Muda dikumpulkan Kinetja
7 M kan Pelal untuk mel rekapituasi / kompilasi data kemudian (i Rekap pengumpulan 5 menit R:';?:f[: r:“g:mg:tan
" |menyerahkan data untuk di verifikasi oleh JF Perencana Ahlu Muda Tidak data kinerja ' y. 9
akan di verif
|Melakukan verifikasi data , juka ada yang belum sesuai akan di kembalika ke N Ya Rekap pengumpulan Rekap pengumpulan
8 |Pelaksana dan jika sesuai akan di jadikan sebagai bahan dalam pembuatan data kinerja yang akandi{ 2 Hari data kinerja yang
laporan kinerja verif sudah di verif
é Rekap pengumpulan
9 |Pelaksana mengarsipkan data data kinerja yang sudah | 5 Mneit Arsip data

di verif




Nomor SOP 008/03/01/111/2024
Tanggal Pembuatan 01 November 2018
Tanggal Revisi 20 Maret 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Permenpan RB no 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Permenpan RB no 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari pengkuran data kinerja RS

Pemerintah
3 gergutr)] Kaltim No 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat 3 Memiliki kemampuan melakukan pengolahan data pengukuran kinerja RS
aera
4 Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Perencanaan

1 Dokumen Perencanaan ( Renstra, Renja dan DPA)

L dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam arah dan fokus organisasi.

Tanpa data yang relevan tentang kinerja, organisasi kehilangan peluang untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka
bisa memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka.

Tanpa informasi yang tepat tentang kinerja, pengambilan keputusan menjadi kurang terinformasi dan lebih bersifat spekulatif.
Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak efekif atau bahkan merugikan organisasi.

Pengukuran kinerja membantu dalam memantau kemajuan terhadap tujuan dan target. Tanpa itu, organisasi tidak akan dapat
4 mengetahui apakah strategi yang diadopsi efektif atau perlu disesuaikan.

2 SOP Pelaporan Kinerja 2 Peraturan perundang-undangan
3 SOP Evaluasi Internal 3 PK Pejabat Struktural
4 Format Pengukuran Kinerja RS
5 Laptop, Printer, ATK
6 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Tanpa pengukuran kinerja, sulit untuk mengetahui seberapa baik atau buruk organisasi mencapai tujuan dan targetnya. Ini 1 Disimpan

2. sebagai data




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabag Perencanaan I Parancenss Abi Ket.
Direktur Wakil Direktur | & Evaluasi Kinerja Muda Staf Perencanaan Kelengkapan Waktu Output
RS
1 Direktur menugaskan Wakil Direktur Umum dan Keuangan untuk melakukan Pengukuran G Surat dari Pemprov dan lembar 15 Menit Surat dari Pemprov dan disposisi
Kinerja RS sesuai amanat Pemerintah Provinsi dan regulasi disposisi Direktur ke Wadir
Menugaskan Kabag Per 1 Program dan Evaluasi Kinerja RS Untuk melakukan 1 Surat dari Pemprov dan lembar ; Surat dari Pemprov dan disposisi
2 a 15 Menit
pengukuran kinerja RS disposisi dari Wadir ke Kabag
s Surat dari Pemprov dan disposisi
E =l
3 Menugaskan JF Perencana Ahli Muda untuk melakukan Pengukuran Kinerja RS ;urat (::i" Remprov b lember 15 Menit dari Kabag ke JF Perencana Ahli
opod Muda
Menugaskan Staf Perencanaan untuk mengolah data kinerja yang telah di kumpulkan dengan L"’l Surat dari Pemprov dan lembar ) Bukti Disposisi dari Kabag Ke JF
4 ¥ 15 Menit
menyesuaikan data pengukuran dengan dokumen perencanaan disposisi Perencana
E:] Lapora data pengukuran kinerja
5 Menyesuaikan data pengukuran kinerja dengan dokumen perencanaan dan menyerahkan Data RAK dari bidang/bagian, format 4 Hari Draf Laporan Pengukuran Data
yang telah di olah kepada JF Perencana Ahli Muda untuk di Analisis rekapitulasi , Data - data RS Kinerja
lainnya
Melakukan interpretasi, Analisis Data terkait capaian kinerja dengan cara membandingkan [ le Regulasi terkait. Hasil
s antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan kemudian ‘—'r’ rakg itulasi § . 4 Hari Draf Laporan Pengukuran Data
menyusun rancangan laporan pengukuran kinerja RS dan selanjutnya menyerahkan kepada km;la v pehgy Kinerja
Kabag Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja RS untuk dilakukan koreksi I
Melakukan verifikasi terhadap Pengukuran Kinerja Provinsi. Jika telah sesuai maka .
membubuhkan paraf kemudian menyerahkan kepada Direktur . Jika ada perbaikan atau
7 koreksi maka menyerahkan kembali kepada JF Perencana Ahli Muda untuk proses perbaikan, Ya b Efaf Faporan RenglikirarOata 1 Hari ::()r:f I..aporan hengukiean et
Jika sesuai maka Kabag membubuhkan paraf dan meny Laporan Pengukuran Kinerja Tidak nefa nerje
kepada Wadir
Melakukan verifikasi terhadap Pengukuran Kinerja RS. Jika telah sesuai maka membubuhkan
ls paraf kemudian menyerahkan kepada Direktur untuk di tandatangani . Jika ada perbaikan / > Draf Laporan Pengukuran Data 5 Menit Laporan Pengukuran Data
atau koreksi maka menyerahkan kembali kepada Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kinerja \. Kinerja . Kinerja
RS agar di lakukan perbaikan, Ya
Tidak
9 Menandatangani Laporan Pengukuran Kinerja RS dan selanjutnya mengembalikan laporan ke L_l Draf Laporan Pengukuran Data 15 Ment Laporan Pengukuran Data
Bagian Perencanaan untuk di arsipkan, dan Upload ke sistem e-Sakip dan esr. Menpan RB I J Kinerja Kinerja yang telah di sahkan
Mengarsipkan Laporan Pengukuran Kinerja RS, dan mengupload file pengukuran kinerja RS { } . Ian Pengukuran Deta " “‘m" Pangukuraq s
10 : : : Kinerja yang telah di sahkan, file| 15  Menit Kinerja yang telah di
ke sistem pemperov yaitu e- Sakip dan esr. Menpan RB Laporen arsipkankan, Bukt SS upalod




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nomor SOP 009/03/01/111/2024

Tanggal Pembuatan 01 November 2018

Tanggal Revisi 202

<
Tanggal Efektif " o{39W

Disahkan oleh //é\v“ Ditakt
&

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA RS

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Permenpan RB no 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kineria Instansi Pemerintah
2 Permenpan RB no 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi

1. Memahami peraturan perundangan terkait

2. Memahami sasaran dan tujuan dari Evaluasi Internal

Pemerintah
3 Pergub Kaltim No 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat . " )
Daerah 3 Menmiliki kemampuan melakukan analisis Evaluasi Internal
4 Mampu melakukan membuat laporan dengan baik
5 Mampu mengoperasikan komputer ( Exel dan Word)
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pengukuran Kinerja

1 Dokumen Perencanaan ( Renstra, Renja dan DPA)

2 SOP Pengumpulan Data 2 Peraturan perundang-undangan

3 SOP Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3 Laporan Kinerja dari Bidang / Bagian
4 Rekapitulasi Nilai capaian Kinerja
5 Laptop, Printer, ATK
6 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Evaluasi internal dalam rumah sakit sangat penting untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan kualitas pelayanan 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kepada pasien terpenuhi 2 Disimpan sebagai arsip RS

2 Evaluasi internal memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian dengan standar-standar ini sehingga dapat diperbaiki atau
diperbaiki sebelum menjadi masalah yang lebih besar

3 Tanpa SOP yang baik, proses evaluasi internal mungkin tidak dilakukan secara konsisten atau tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Wakil Direktur | KepalaBagian | Jabatan Kabag/ Ket.
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana Kabig Kelengkapan Waktu Output
Keuangan |dan Evaluasi RS| Perencana
Menugaskan Wadir Umum dan Keuangan untuk Surat Masuk, " T
. ¢ S gy 5 menit |Disposisi
melakukan evaluasi internal secara berkala Disposisi
[—
Menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan y
) i Surat Masuk, s e e
Evaluasi RS untuk melakukan evaluasi internal . 5 menit |Disposisi
Disposisi
secara berkala
Menugaskan Jabatan Fungsional Perencana y
i Surat Masuk, ; paisl Lows
untuk melakukan evaluasi internal secara Ty 5 menit |Disposisi
Disposisi
berkala
Melaksanakan Perencanaan /jadwal untuk !l
melakukan evaluasi internal secara berkaladan .

. Surat Masuk, . |Surat permintaan
menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan Disposisi 5 menit PR
pelaksanaan untuk melakukan evaluasi internal iy e
secara berkala
Menyiapkan format evaluasi internal untuk
melakukan evaluasi internal secara berkala

) 4 Surat Masuk, )
Kemudian menyerahkan kepada Jabatan = = Format evaluasi

i . Disposisi, Format )
Fungsional Perencana dan menyampaikan surat : 60 menit |dan suratke

. ) evaluasi dan surat . :
kepada kepala bidang/bagian untuk kebidanglbagia bidang/bagian
menyerahkan Laporan Kinerja dilingkup = apan
bidang/bagian masing masing
Menyampaikan hasil evaluasi yang telah |
diukur dan dinilai pada bidang/bagian masing btk Hasil Evaluasi
masing untuk di koreksi terkait isi dan s ) OB IEE:
g . N surat ke 3 Hari |dari bidang/
kesesuaian dengan capaian target kinerja . . .
i ; bidang/bagian bagian

beserta analisis terhadap evaluasi yang
dilakukan kepada JF Perencana
Mereviu , menelaahi , melakukan analisis dan Tidak >
membuat laporan sesuai dengan ketentuan Hasil Evaluasi dari 7 Hari Draf Data

dan regulasi yang berlaku dan melaporkan
kepada pimpinan

bidang / bagian

Laporan Evaluasi




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Wakil Direktur | Kepala Bagian | Jabatan Kabag/ Ket.
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Kabid
Keuangan |dan Evaluasi RS| Perencana
Menerima Laporan dan Melakukan Koreksi
o Ya Draf Data
Bahan / Data laporan evaluasi Jika ada Draf Data L . L Evaluasi
8 |perbaikan atau koreksi maka menyerahkan < Eviluaii 2pora 15 menit ::ortae?ahvj uas
kembali kepada Jabatan Fungsional )I:oregksi
Perencana [ —"
J
Melakukan rapat internal untuk memfinalkan Tidak " * Draf L
hasil capaian dari evaluasi yang telah dibuat E Draf L ral aPolrJa!\:AN
9 {laporan dan kemudian menyampaikan kembali ev:IuaZ‘i)olrJ?;I] T — 5 Jam f:aal:aj;‘ telah
laporan yang telah selesai dan di sepakati ' P ﬁnZ| yang
kepada Wadir Umum dan Keuangan
Draf Laporan

Memberikan paraf untuk di sampaika kepada

Draf Laporan Evaluasi

Evaluasi yang

10 e yang sudah final dan | 15 Menit |sudah final dan
vhakd Dlretr Lmum danikeusngen Ya akan diberikan paraf sudah diberikan
paraf
Menerima Laporan Evaluasi dan memberikan o Laporan. . . |Laporan Evaluasi
n araf untuk disampaikan kepada Direktur < yangsudahtinalden | 15 menl siapdi TT
P P P sudah diberikan paraf P
Menerima Laporan Evaluasi Internal dan il
10 memberikan tanda tangan pengesahan dan Laporan Evaluasi 10 menit Laporan Evaluasi
menyerahkan kembali ke Bagian sudah di sahkan Internal
Perencanaan dan Evaluasi RS
Menerima Laporan dan kemudian N
1" menugaskan pelaksana untuk menggandakan i Laporan Evaluasi 5 menit Laporan Evaluasi

laporan dan mengupload ke sistem/aplikasi e-
Sakip dan esr Menpan RB

Internal

Internal




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Wakil Direktur | KepalaBagian | Jabatan Kabiag! Ket.
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana Kabid Kelengkapan Waktu Output
Keuangan | dan Evaluasi RS| Perencana
Menggandakan Laporan, Mengarsipkan dan ) }
12 |mengupload Laporan ke sistem e-Sakip dan m:rlr.‘::)oran e 10 menit |Bukti Upload
esr Menpan RB
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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Permenpan RB no 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

L Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Permenpan RB no 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Pergub Kaltim No 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat

1.
2

Memahami sasaran dan tujuan dari Pelaporan Kinerja
Memahami peraturan perundangan terkait

Memiliki kemampuan melakukan pengolahan Laporan Kinerja

3 i 4 Mampu melakukan analisis data secara mendalam Laporan Kinerja
5 Mampu mengoperasikan komputer ( Exel dan Word)
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pengukuran Kinerja
2 SOP Pengumpulan Data
3 SOP Evaluasi Internal

1

D O BEW N

Dokumen Perencanaan ( Renstra, Renja dan DPA)
Peraturan perundang-undangan

Laporan Kinerja dari Bidang / Bagian

Rekapitulasi Nilai capaian Kinerja

Laptop, Printer, ATK

Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 SOP Pelaporan Akuntabilitas Kinerja penting untuk memastikan bahwa informasi tentang kinerja instansi pemerintah secara
jelas disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum

2 Tanpa SOP yang sesual, sulit untuk menilai apakah instansi tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

3 Tanpa SOP yang tepat, risiko kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi dapat meningkat karena kurangnya
mekanisme kontrol dan pemantauan yang efekiif.

1

2

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Disimpan sebagai arsip RS




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Wakil Direktur | Kepala Bagian | Jabatan Ket.
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana | Kabag/Kabid | Kelengkapan Waktu Output
Keuangan dan Evaluasi RS | Perencana
Menugaskan Wadir Umum dan Keuangan untuk
o . Surat Masuk, : n
membuat Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Disposisi 5 menit Disposisi
Pemerintah (LKJIP) P
A
Menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan
; ; Surat Masuk, . N
Evaluasi RS untuk membuat Laporan Evaluasi Disposis 5 menit Disposisi
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 4
v
Menugaskan Jabatan Fungsional Perencana
5 Ui i Surat Masuk, ) T
untuk membuat Laporan Evaluasi Kinerja Disposisi 5 menit Disposisi
Instansi Pemerintah (LKJIP) B
Melaksanakan Perencanaan /jadwal pembuatan X -
Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Surat Masuk, . : -
SRS 5 menit |permintaan data
(LKJIP) dan menugaskan Pelaksana untuk Disposisi o
; kinerja
menyiapkan pelaksanaan pembuatan Laporan
Menyiapkan Bahan / Data Laporan Evaluasi
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kemudian 4 Surat Masuk,

i —— Data Laporan
menyerahkan kepada Jabatan Fungsional Disposisi, Bahan Kineria dan
Perencana dan menyampaikan surat kepada laporan kinerja | 60 menit ae ::k:
kepala bidang/bagian untuk menyerahkan dan surat B et
Laporan Kinerja dilingkup bidang/bagian masing kebidang/bagian glbag
masing
Menygrppgnkan Iaporan kmgr]a yang telah dilukur $ gt
dan dinilai pada bidang/bagian masing masing ian Kineri R
untuk di koreksi terkait isi dan kesesuaian dengan oapaian ’|nerja 3 Hari ° .ap : o
capaian target kinerja kepada Jabatan Fungsional vl A

bidang/bagian

Perencana




Pelaksana Mutu Baku
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana | Kabag/Kabid | Kelengkapan Waktu Output
Keuangan |dan Evaluasi RS| Perencana
7' |Mereviu , menelaahi , melakukan analisis dan Tidlal
membuf':lt laporan sesuai dengan ketgntuan dan > Draf LKJIP 7 Hari Draf LK'JIP yang
regulasi yang berlaku dan menyampaikan laporan akan di koreksi
kepada pimpinan
8
Menerima Laporan dan Melakukan Koreksi /\
Bahan / Data Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Tidak N B
Pemerintah (LKJIP) Jika ada perbaikan atau "N e Elia;L df'f &9 115 ment 2":;L d’?'ki .
koreksi maka menyerahkan kembali kepada ST
Jabatan Fungsional Perencana
A 4
]
&
9 Y Ya
Menerima Laporan dan Melakukan Koreksi 4 / \
Bahan / Data Laporan Evaluasi Kinerja Instansi .
Pemerintah (LKJIP) Jika ada perbaikan atau \/ DrafLKIP Yad | 45 menit Draf.LKJIP
: 8 telah di koreksi telah di sahkan
koreksi maka menyerahkan kembali kepada
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS
10
Menerima Laporan dan Melakukan Koreksi z
Bahan / Data Laporan Evaluasi Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) dari Wadir Umum dan LKJIP 10 menit LKJP

Keuangan dan menandatangani LKJiP dan
menyerahkan kembali ke Bagian Perencanaan
dan Evaluasi RS




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Wakil Direktur | Kepala Bagian Jabatan Ket.
Direktur Umum & Perencanaan | Fungsional | Pelaksana | Kabag/Kabid | Kelengkapan Waktu Output
Keuangan dan Evaluasi RS| Perencana
11
Menerima Laporan dan kemudian menugaskan "
pelaksana untuk nlwengganc.iaka'n Iaporgn dan LKJIP v LKJP
mengupload ke sistem/aplikasi e- Sakip dan esr
Menpan RB
12 | Menggandakan Laporan, Mengarsipkan dan y
mengupload Laporan ke sistem e-Sakip dan esr ( ’ File LKJIP 10 menit | Bukti Upload

Menpan RB




